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Abstrak

Seorang anak warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewsajiban yang
diatur dalam U Perlindungan Anak. Di anlara hak-hak anak Indonesia tersebut
adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam ranpka
pengembangan pribadinya dan tingkot kecerdasannya sesuai dengan minal dan
bakalnya. D1 samping mempunyai beberapa hak yang harus dipeauhi oleh
Negara/pemeriniah Indonesia, masyarakal, keluarpa dan orang (ua, anak
mempunyai beberapa kewsjiban yanp harus dipenuhinya, di antaranya yakni: hak
unluk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakal,
dan menyoyang! leman; mencintal tanah air, bangsa dan Negara; menunaikan
ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan elika dan akhlak mulia.
Apar supaya seorang anak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan
sekaligus bias mendapatkan hakoya untuk memperoleh pendidikan dan
pengayaran dalam rangka pengembangan pribadi dan kecerdasannya diperlukan
sebuah pendidikan yang berkarakier Indonesia tanpa menpgabaikan keberadaan
anak-anak Indonesia di tengah-tengah keberadaan masyarakat dunia. Uniuk
mewujudkan pendidikan yang berkarakler Indonesia maka diperlukan sebuah
pendidikan baik informal, non formal maupun pendidikan formal yang mampu
menganlarkan seorang anak didik menjadi cerdas dari sisi intelekiualilas dan juga
pendidikan yang berisikan nilai-nilai yang bias mengasah kepekazan hali nurani
anak, membimbing dan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang sebetulnya telah
lama hidup dan beckembang serta berakar dari nilai-nilai luhur yang ielah dimiliki
oleh nenek moyzng bangsa Indonesia dan lelah dikristalisasi dan dituangken
dalam sila-sila Pancasila
Kata Kuncr: Pendidikan karakter, UU Perlindungan anak, hak dan kewajiban anak,

pendidikan dan pengajaran, nilai-nilai luhur.

Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang sangal penting dalam kelangsungan kehidupan suatu
bangsa. Dt dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi
pembangunan suaiu bangsa, penenlu masa depan dan penerus generasi bangsa. Namun
demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini

dapat diketabui dan berbagai media bahwa belom semua anak mendapatkan haknya untuk
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memperoleh pendidikan yang layak. Pada hal diamanatkan dalam UU No.23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, bahwa seliap anak berbak memperoleh pendidikan dan
pengajeran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai
dengan minal dan bakalnya (ketentuan Pasal ¢ UU Peclindungan Anak). Hak untuk
mempercleh pendidikan yang layak adalah merupakaa salah satu hak asasi bagi seliap
manusia. Di samping itu UU Perlindungan Anak juga menyebutkan beberapa kewajiban
yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban anak seperti
vang tercantum dalam UU Perdindungan Anak diperlukan pendidikan karakter supaya

seorang anak bisa menjadi penerus generasi bangsa yang berkualitas.

Sebagal salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi,
perlindungan lerhadap hak-hak asasi manusia lermasuk di dalamnya perlindungan
terhadap anak yang Kkita harapkan sebapai penentu masa depan bangsa Indonesia dan
sebapai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas. Hal ini perlu
dilakukan, mengingal manusia sebagai makhluk ciptasn Tuhan Yang Maha Esa
dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkal dan martabat kemuliaan dirinya
sehingpa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia,
bersifat universal dan langgeng harus kita hargai. Oleh karena itu HAM harus dilindungi,
dihormali, dipertahankan, dan tidak belel diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh
siapapun. Unfuk pelaksanaan perlindungan HAM tersebul perlu adanya pengaturan di
dalam hukum dasar di Indonesia. Di samping ilu sebagai anggola Perserikatan Bangsa-
Bangsa, sudah selayaknyalah bangsa Indonesia mengemban {angpung jawab moral dan
hukum uniuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM,
termasuk pemenuhan lerhadap hak-hak dasar anak di antaranya unluk memperoleh

pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan pribadinya.

Berikut ini dipaparkan Hak Legal dan Hak Moral yang diatur dalam UU
Perlindungan Anak dan Pendidikan Karakter Untuk Mewujudkan Generasi Penerus
Bangsa Yang Baik
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Hak Legal dan Hak Moral Yang Diatur Dalam UU Perlindungan Anak

Hakikat hak mepurut K. Perten (2002: 178-179) adalah klaim yang dibual oleh
orang atau kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain atau masyarakat. Orang yang
mempunyai hak bisa menuntut bahwa crang lain akan memenuhi dan menghormati hak
itu. Selanjulnya Berten membedakan antara hak legal dan hak moral. Hak lepal adalah hak
vang didasarkan alas hukum dalam salah satu bentuk, Hak-hak legal berasal dari undang-
undang, peraturan hulum, atau dokumen hukum lainnya. Hak legal berfungsi dalam
sistem hukum. Sedangkan hak moral berfungsi dalam sistem moral dan hak moral ini

didasarkan atas prinsip alav peraturan elis saja.

Moral adalah salah satu lala pilai kehidupan manusia di dalam masyarskal dan
keberadaannya selalu melekat dalam hali sanubari manusia sebagai individu maupun
sebagai anggola masyarakat. Pada masyarakal tradisional yang berangsur-angsur
mengalami perubahan menjadi masyarakal yang berkembang kearah yang lebih baik
terpengarull oleh kemajuan (eknologl informasi menjadi masyarakal modem dengan
diliputi situasi serba maju serba model baru, ataukah pada masyarakat yang sudah maju
sekalipun. Tala nilai kehidupan seseorang yang biasanya dapal dilihat dari tingkah laku
alauw moral si orang lersebut. Moral dapar dihubungkan dengan adat kebrasaan,
kebudayaan, politik, agama dan hukum. Sikap saling menghargai dalam masyarakat
dengan mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota sebagai pendukung
kebudayasn untuk berasimilasi sehingga terwujud kekuvalan-kekuatan bersama dalam
masyarakat, sikap berpolitik dalam kehidupan bermasyarakar jrga sangat dekat dengan
moral, keimanan ketaqwaan merupakan hal yang sangat esensi perwujudan moral

seseorang dalam menjalankan perintah dan larangan agama.

Moral berasal kala lalin mores, dari suku kata mos yang artinya edal istiadat,
kelakuan, labiat, walak, akhlak. Moral juga berarti ajaran tentang baik buruk yang diterima
umum mengenai perbualan, sikap, kewafiban dan sebagainya. D1 dalam perkembangannya
moral diartikan sebapai kebiasean dalam bertingkah laku yang baik, yang susila,
Pengertian moral dibalasi sebagai sesualu yang berkailan atau berhubungan dengan
kemampuan menenlukan bepar salahnya sesuatn tinpkah laku. Selaia ilu moral juga

diartikan “adanya kesesuaian dengan ukuran baik buruknya sesualu lingkah leku alau
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kerakter yang telah ditenma oleh suatu masyarakal, lermasuk di dalamnya pelbagai

tingkah laku spesifik.

M. Saepamo (1992: 5), menyatakan bahiwa moral adalah gjaran-ajaran alau prinsip
dasar tenfang nilai baik dan buruk atas perbuatan dan kelakuan dalam kehidupan pribadi,
kelusrga, dan masyarskal, bangsa dan, negara. Prinsip-prinsip moral terbeniuk sebagai
abstraksi dari sifat kodrali manusia, ajaran apama, pengaruh adat, kebiasaan dan alursn
yang lelah disepakali dan dirasakan dalam hubungan interaksi anlar sesama manusia.
Moral menyangkut kebaikan, orang yang lidak baik juga disebul sebagai orang yang lidak
bermoral, atau sekurang-kurangnya sebagei orang yang kurang bermoral, maka secara
sederhana kita dapal menyamakan moral dengan kebaikan manusia, Moral dianggap
sebagai sesvatu yang berfunpsi mencegah, mengawasi, serta mengubah motif pribadi
seseorang yang tidak konsisten menjadi kecenderungan yang slabil. Sehingga dapat
dikatakan bahwa moral pada hakikatnys adalah sesualu yang ada kailannva dengan

kebailcan serta benar salah atau balk buruknys perbuatan manusia.

Lili Rasjidi (2001: 148}, menyalaken bahwa kata moral biasa digunakan sebagal
sinonim dari kala elika, yang di dalam bahkasa Yunani mempunyai arli kebiasaan alau
customs, sedangkan kala moral berasal dari kala mores dalam bahasa Lalin yang juga
berarti kebiasaan. Semenlara u, I. Kant sebagaimana dikutip oleh Theo Huijbers (1995:
66-67) menyalakan bahwa perbedaan anlara hukum dan moral {etika) dapal diterangkan
lebik lanjut dengan mengingat akan suatu perbedaan prinsipil dalam menghadapi norma-
norma moral dan hukum, Di dalam menghadapi norma-norma moral timbullah sikap
“moralitet, yakni penyesuaian diri dengan kewajiban balin, di sini hati nurani menjadi

motivasi yang sebenarnya dari kelakuan dan tindakan-lindakan.

Kant menyatakan bahwa pembenlukan hukum sebenamya merpakan bagian deri
tuntulan moral (fmperatif Kategoris) yang dialami manusia dalam hidupnya Imperalif itu
mengharuskan orang untuk mengatur hidup bersama sesual dengan prinsip-prinsip moral
dan karenanya membentuk undang-undang yang adil, Oleh sebab ilu definis Kant lenlang
hukum memual suatu unsur elis, yakni bahwa kriledia bagi pembentukan hukum adalah
kebebasan moral. Definisi Kant temang hukum adalah sebapai berikul: hukum ialah

sejurnlah syaral yang menjamin bahwa' kehendak seorang pribadi disesuaikan dengan
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kehendak pribadi lain menurul norma umum kebebasan. Nyatalah di sini bahwa tata

hukum diartikan sebagai buah sikap moral manusia.

Hubungan antara moral dan hukum sebenarnya sangal erai, sebab nerma-norma
yeng berbeda-beda secara abstrak, secara konkret tidak usah muncul secara terpisah.
Seperti halnya bahwa norma-norma sopan santun, megjadi norma-norma hukum, demikian
juga seringkali terjadi bahwa norma-norma yanp berlaku secara moral, dijadikan hukum
jupa. Malahan dengan dijadikan norma hukum, norma moral menjadi efeklif bagi hidup
bersama. Suatu norma yuridis mewajibkan sccara etis-yuridis, bila isinya menyangkut
nilai-nilai dasar hidup. Sebagaimana dengan Inta hukum secara keseluruhan, yang lerfuju
untuk mencegah kekacauan masyarakal. oleh karena itu sebagai makhluk sosial tiap-tiap
manusia wajib secara batin menerima tata hukum yang sah sebagal hukum. Nilai-nilai
dasar hidup dijaga dan dikembangkan juga melalui peraturan-peraturan yuridis yang isinya
ada sangkul pauinya dengan manusta individual sebagai pribadi. Tiap-liap orang wajib

secara batin menghormati manusia sesuai dengan martabainya.

Peraturan hukum dapal diberi arti sebagai norma apabila di dalamnya
mengandung mlai-nilai dan tuntutan-tuntutan elis. Nilai dan tuntutan elis merupakan asas
yang menjadi salah satu pedoman bagi penulis untuk menganalisis hubungan antara moral
dengan hukum. Hukum merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang mengandung
nilai-nilai dan funfutan-tuntulan etis dan selalu bersinggungan serta saling mengisi satu
sama lain, dan merupakan suaiu kebulatan untuk mencapai tujuan lertentu, Int dari
kaidah-kaidah kesopanan, penulis juga sependapat bahwa ketentuan hukum diberlakukan
dan berlaku unluk mewujudkan kondisi yang lebih baik dan menyenangkan. Mengenal
norma-norma kesopanan yang aktual dan khas sebagai contoh: orang yang lebih muda
memberi salam hormat kepada yang lebih tua, murid menghormati guru, mahasiswa
menghormati dosen dan lain sebagainya dapal dituangkan ke dalam norma hukum,
Sebagai contoh norma hukum yang termuat di dalam pasal 19 UU Perlindungan Anak,
vang menyatakan balwa seliap anak berkewajiban untuk menghormali orang wa, wali,
dan guru serla melaksanakan elika dan akhlak mulia, Hal ini merupakan bukfi bahwa
hukum mempunyai kaitan yang sangal eral dengan norma moral. Nilai-nilai baik-buruk ini
juga menjad] norma hukum, dan hal ini merupakan Ziving law, yang juga merupakan milai-

nilai kepatulan, kesusilaan, serla kelayakan.
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Mengenai kaidah alau norma-norma kesusilaan penulis juga sependapatl bahwa
kaidah-kaidah kesusilaan adalah norma masyarakat yang berlaku untuk kehidupan pribadi,
dan khusus menpenai patokan-patokan yang menyangkut hali nurani seseorang/individu di
tengah pergaulan dengan sesamanya atau patokan-patokan/paugeran-paugeran mengenai
hasrat rohzniah yang lidak (empak, Kaidah-kaidah ni ada yang bersifat aklual ada pula
yang bersifat fundamental. Bersifat aktval misainya: jangan i hali apabila melihal
letangga yang ekonominya lebih baik dari kila, dengan kondisi ini justru dapat menggugah
usaha dan upaya bagaimana kita dapat berbuat lebih baik, vang dalam bahasa agama
sering dinyatakan sebagai bagian dari berlomba dalam kebaikan, conloh lain jangan
berbuat tidak senonoh karena akan membuat keresahan di dalam masyarakat, jangan
membenci apalagi memfitnah karena memfitnah dalam agama dinyatakan lebih kejam dari
pembumihan. Nilai-nilai moral ini banyak jupga yang dituangkan di dalam norma hukum,
terutama norma hukum pidana. Larangan-larangan ini berasal dari ajaran nilai-nilal yang
baik yang merupakan bagian dari etika/moral, yang juga berasal dari prinsip-prinsip umum
hukum Islam/syariat, di mana prinsip-prinsip hukum Islam ini bisa dikategorikan sebagal
berikut: bertumpu pada akidah yang benar; penigdaan peranlara antara manusia-Tuhan;
penengah dalam semua hal; iolong-menolong/kemilraan secara moral; keadilan dan
persamaan; musyawarah, kebebasan, toleransi; solidarilas sosial; tidak memberalkan
masyarakat dan memelihara kemaslahatan umat; nilai moral lebih tinggi dari pada nilai

hukum.

Adanya nilai etis pada hukum dapat kita pahami, apabila kila insyaf bahwa
hukum itv merupakan salah satu hasil kegialan mapusia sebagal ko eksistensi elis.
Memang benar hahwa hukum secara langsung berasal dari kehendak yuridis, akan letapi
kehendak yuridis lersebul merupaken bagian dar kehendak elis manusia untuk mengatur
kehidupan bersama dalam segala relasi-relasimya, supaya relasi itn baik dan karenanya
kehidupan manusia secara individu menjadi balk dan bahagia. Oleh karena itu dapal
dikatakan bahwa hukum sangat terkail dengan moral/etika sebab melalui nonma-norma
hukum ditetapkan suatu ialanan sosial yang adil. Hukum mewajibkan sccara moralfetis-

yuridis, sehab hukum ilu menciptakan keadilan.

Kita kelahui bersama bshwa acapkali hak-hak legal berasal dari hak-hak moral
vang sudah berlaku dan berakar pada suatu masyarakal terienty, yang kemudian
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dituangkan pada peraluran hukum, memang sebuah hukum yang baik seperti apa yang
diajarkan oleh para penganut ajaran Seciological Jurisprudence. Ajaran inl menurut Lili
Rasjidi (1996: 70) lebih mengarah pada kenyataan dari pada kedudukan dan fungsi hukum
dalam masyarakal. arah pikiran ini dapat ditelusuri melalui konsep-konsep dasar lenlang
hukum yang dicetuskan oleb para penganul paradigma ini, seperti Roscoe Pound dan
Eugen Erlich, yang disebut-sebul sebagai pendasar alican ini dengan ajaran lerkemuka
vakni ajaran yang menyalakan bahwa hukum yaog baik adalah hukum yang sesual dengan
nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, Salah satu conloh hak-hak moral yang
kemudian diadopsi dalam hak-hak legal adalah hak dan kewajiban anak yang dituangkan
dalam U Perlindungan Anak

Di dalam UU Perlindungan anak, hak-hak anak, yang termasuk dalam hak-hak
legal sebagaimana dikemukakan oleh Berien seperti lersebut dia atas, diatur dalam
kelentuan Pasal 4 sampai denpan Pasal 18. Di anlara hak-hak anak yang diatur dalam UU

Perlindungan lersebul adatah:

1. hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesual
dengan harkal dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi;

3 hak atas sebuah nama sebagai identilas did dan slatus kewarganegaraan;

1 hak untuk beribadah menurul agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang lua;

4. hak unluk mengetahui orang anya, dibesarken dan diasuh oleh orang tuanya sendir;

5. apabila karena sesualu hal orang (uanya tidak bisa mengasuh sendiri, anak lersebut
berhak diasnh dan dianpkat oleh orang lain sesuai dengan ketenluan peraturan
perundang-undangan,

6. hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan
kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social

7. hak uniuk mempercleh pendidikan dan pengajaran;

B. hak uotuk menyalakan dan di dengar pendapainya, menerima, mencari dan
memberikan informasi sesuaf dengan tingkat kecerdasan dan ustanya;

¢, hak untuk beristirahat dan msmmﬁaatknn waki Luang, bergaul dengan anak sebaya,

bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakainya;
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Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak tertuang di dalam

kelentuan pasal 19 UU Perlindungan Anak, di antaranya hidala sebagai berikul:

1. menghormati orang ua, wali dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temar;
3. menciniqi tanah air, bangsa dan negara;
4, menunaikan Ibadan sesuai dengan ajaran agamanya; dan;
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
Meslinya kewajiban-kewajiban sepertl yang terluang di dalam Pasal 19 UU
Perlindungan anak, seperti halnya scbuah hak. Ada kewajiban legal dan ada kewajiban

moral, Adakalanya kewajiban legal yang asalnya dari kewajiban moral.

Seorang anak untuk memenuhi kewajiban legalnya, harus diarahkan, dibimbing,
diberikan pendidikan dan pengajaran supaya dia menjadi orang dewasa dengan
kepribadian yanpg baik. Untuk itu perlu diberikan pendidikan karakler, baik melalur
pendidikan formal di sekolah-sekolah yang diadakan oleh pemernintah, pendidikan
informal di dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua atau wali di mana secorang anak
bertempat tinggal, maupun pendidikan non formal yang dilakukan oleh masyarakat. Hal
jtu perlu dilakukan mengingat berdasarkan ketenluan Pasal 20 UU Perlindungan Anak,
tangoung jawab dalam pemberian perlindungan pada anak dibebankan kepada negara,

pemerinlah, masyarakat, keluarga, den orang tua.

Di dalam UU Perlindungan Anak, diatur juga mengenai pendidikan anak yang
dicantumkan dalam ketentuan pasal 48 sampal dengan pasal 53. Pasal 48, menyatakan
bahwa pemerinlah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun
uniuk semua ansk. Berdasarkan ketentuan pasal 50, dinyatakap bahwa pendidikan

sebapaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada:

1. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakal, kemampuan mental
dan Nsik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
2, pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;

pengembangan rasa hormat terhadap orang iua, identitas budaya, bahasa dan nilai-

Cad

milaigya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak berlempat tinggal, dari mana anak

berasal, dan peradaban-peradaban vang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
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4. persiapan an2k uniuk kehidupan yang bertangpung jawab;
5. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkunpgan hidup.

Unwk memenuhi kelentuan pasal 50 UU Perlindungan Anak ini diperlukan sebuah
pendidikan karakter untuk menghadapi sitvasi sosial, kulwural masyarakal yang pada
dewasa in} memang semakin mengkhawalitkan sebagaimana ditulis olch Doni Koesoema
{2007: 112-116) ada berbagai macam perisliwa pendidikan yang semakin merendahkan
harkat dan martabat manusia, hancurnya nilai-nilai moral, merebaknya ketidakadilan,
ltplsnya rasa solidaritas. Sekolah-sekelah kita banyak yang menycmai perilaku tidak adil
dan kekerasan, baik karena intervensi dari pihak lvar maupun dalangan insan pendidikan
itu sendiri. Akibalnva para siswa, guru, dan masyarakal yzng menjadi korban. Sebagal
contoh Donl Koescema mengemukakan sekolab yang seharusnya memberikan harapan
dan optimisme malah menjadikan anak didik kila trauma dan putus harapan, bahkan
sampai bunuh diri. Ada seocrang anak SD sampai bunch diri karena tidak bisa melunasi
SPP, sepasang remaja yang membuang bayi akibat hubungan pelap yang dilakukannya.
Belum lagi banyaknya lawuran pelajar yang telah diberitakan oleh berbagai media.
Menuruinya hal itu menjadikan juga salah salu urgensi mengapa pendidikan karakier
menjadi semakin mendesak unluk diterapkan dalam lembaga pendidikan kila mengingat

berbagai macam perilaku non edukatif yang kini telah merambah lembaga pendidikan.

Pendidikan Karakter Uniuk Pemcenuhan Hak dan Kewajiban Anak

Pemenuhan hak dan kewsjiban anak sebagaimana ielah tertuang dan diatur dalam
U Perlindungan Anak memang harus kila laksanakan. Hal itu dikarenakan hak dan
kewajiban anak yang telah dituanpgkan dalam UU Perlindungan Anak tersebut sudah
menjadi hak dan kewajiban legal, sehingga orang-orang dewasa sebagaimana ditunjuk
dalam UU Perlindungan Anak yang berada dalam ranah negara dan pemerintah republik
Indonesia, masyarakal, kelvarga dan orang tua anak Indonesia harus melaksanakan
kewajiban dan 1anggung jawsbnya dalam perlindungan anak termasuk di dalamnya

melaksanakan kewariban uniuk menyelenggarakan kewajiban pendidiken anak.

Untuk pemenuhan hak-hak dan kewsjiban anak tersebul diperlukan sebuah

pendidikan karakler yang mampu untuk mengatast dan memecahkan persoalan tanpa
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menimbulkan permasalahan baru yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia
Karakler masyarakal Indonesia tersebul mesiinya harus dijiwai nilsi-nilai luhur yang telah
dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak lama, bahkan jauh sejak bangsa Indonesia belum
memerdekakan diri pada langgal |7 Agustus 1945, Nilzi-nilai luhur yang lelah dimiliki
oleh nenck moyang kilz ilu yang kemudian oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita

kemudian dirumuskan dalam kelima sila Pancasila.

Pada hakikatnya Pancasila adalsh merupakan nilai, norma yang harus
diaktualisasikan atau diamallkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh
Kaclan (2008: 72-74), bahwa substansi yang terkandung dalam kelima sila Pancasila yanp,
lerdapal pada ketuhanan, kemanusiaan, persaluan, kerakyalan, dan keadilan merupakan
suaty sistem nilai. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cila
dan harapan atau hal yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yeng akan diwnjudkan
menjadi kenyataan konkrer dalam kehidupannya baik dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bemegara. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam nilai-nilal
Pancasila itu sebenamya juga diangkal dari kenyataan riil yang telah menjelma dalam
tertib sosial, (ertib masyarakat, dan lertib kehidupan bangsa Indonesia yang dapat
ditemukan dalam adal-istiedat, kebudayaan seria kehidupan keapamaan bangsa Indonesia.
Menurul Kaelan, nilai-nilai yang lerkandung dalam sila-sila Pancasila secara onlologis
mengandung tiga masalah pokok dalam kehidupan manusia yaitu bagaimana seharusnya
manusia itu lerhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap dirinya sendiri serta lerhadap
manusia [ain dan masyarakal, sehingga dapat dikalakan bahwa delam Pancasila iiu
terkandung implikasi moral yang merupakan suaiu nilai. Nilai-nilai vang lerkandung
dalam Pancasila Lersebut merupalan cita-cila dan dambaan bangsa Indonesia yang akan
diwujudkan dalam kehidupannya yang sejak dulu lelah didambakan yakni masyarakat
Yang gemah ripah loh jinawi, tata testrem karta raharig dan divpayakan tereasilas] dalam
sikap lingkah laku dan perbualan setiap manusia Indonesia. Untuk memenuhi hampan it
diperlukan pendidikan yang menparahkan anak/peserta didik untuk mengupayakan cita-
cita dan dambaan bangsa Indonesia. Meslinya pendidikan yang demikian ilu merupakan

dan memerlukan pendidikan yaug berkarakter Indonesia.

Pendidikan merupakan sebuah fenomena anlropologis yang usianya hampir setua

dengan scjarah manusia itu sendiri. Niccolo Machiavelli, sebagaimana dikutip oleh Doni
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Koesoema (2007 52) mengemukakan babwa memahami pendidikan dalam kerangka
proses penyempurnaan difi manusia secara lerus menerus. Ini terjadi karena secara kodrau
manusia meamiliki kekurangan dan ketidaklengkapan. Infervensi manosiawi melatu
pendidikan merupakan salali satu cara bagi manusia untuk melengkapi apa yang Kurang
dari kodrainya. Selanjulnya Doni Koesoema (2007: 60) mengungkapkan bahwa istilab
pendidikan senantiasa diletakkan dalam kerangka kegiatan dan wgas yang ditujukan bagi
sebuph angkalan alau gencrasl yang sedanp dalam masa perumbuhan, Oleh karena i
pendidikan  lebih  mengarahkan dirinya pada  pembentukan  dan  pendewasaan
pengembangan kepribadian individu yang mengutamakan aspek-aspek dinamis dan akuifl

seperli proses pengembangan dan pembentukan diri secara terus menerus.

Kevin Ryan & Karen E. Bohlin {1999: 5-7) menyaiakan bahwa kavakier yang baik
adalah dapat mengelabui kebaikan, mencintai kebaikan, dan mengerjakan kebaikan, dan
ketiga hal ini saling berkailan, Mengelahui kebaikan termasuk di dalamnya memahami
hal-hal yang baik dan mengetahui hal-hal yang burok. Ini artinya mengembangkan
kemampuan untuk menyimpulkan situasi, tenang dan berhali-hali serta memperkirakan
dan memilih hal-hal yang baik untuk dikerjakan dan selerusnya mengerjakan itu semua,
Aristoteles menycbutnya sebagai procrical wisdom (kebijaksanaan praklis). Mencinlal
kebaikan adalah membangun sebuah lingkaran moralitas dan emosi, lermasuk cinla pada
hal-hal yang baik dan memandang hina terhadap kejahatan, dan juga berempai dengan
hal-hal seperti itu. Ini kira-kira merupakan sebuah kebuluhan untuk meuperjakan hal-hal
apa yang baik. Menciniai kebaikan memungkinkan kita untuk mempunyai rasa bormat dan
mencintai orang-orang lurus kerika kila mengetahui banysk aksi-aksi yang tidak benar,
termasuk dalam hal ini, tidak menyenangi orang-orang yang becdosa dan bersalah.
Mengerjakan kebaikan termasuk da dalamnya diariikan bahwa sclelah melewati
periimbangan-periimbangan dalam keuadaan yang relevon, kita mempunyai kehendak

unluk melaksanakan kebaikan i
Sementara ilu Lickona (1991 31) mengemukakan:

"Characrer so conceived has three interrelated pare: moral knowing, moral
Jeeling, and moral behavior, Good characier consists of knowing the good, desiring the

good, and deing the good — habits of the mind, habits of the hearr, and habits of action. All
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three are necessary for leading a wmoral life; all three make upmoral maturity. When we
think about the kind of character we want them 10 be able to judge what is right, care
deeply about what is right, and then do what they believe to be right — even in the face of

pressure from without and temptation fram within ",

Doni Koescema (2007: 116-124) menyatakan bahwa pendidikan yang pada
dasamya merupakan usaha sadar yang ditujukan bagi pengembapgan didi manusia secara
integral dan utub, melalui berbagai dimensi yang dimilikinya (religius, moral, personal,
sosial, kullural, temporal, institusional, relasional dl1), demi proses penyempurnaan dirinya
secara lerus menerus dalam memaknal hidup dan sejarahnya. Semeniara korakter
merupakan kondisi dinamis siruktur antropelogis individu vang lidak mau sekedar
berhenti atas delerminasi kodralinya, melainkan juga sebvah usaha hidup untuk menjadi
sernakin integral mengatasi determinasi alam dalam dirinya untuk proses penyempurnaan
diri tervs menerus. Urgens: pendidikan karakier, bukan sekedar memiliki dimensi
integratif, dalam arti menguknhkan intelektual anak didik sehingga menjadi pribadi yang
kokoh dan 1ahan wj1, melainkan juga bersifat kuratif secara personal dan sosial. Pendidikan
kavakter bisa menjadi salah satu sarana penyembuh penyakii sosial, Pendidikan ini
meslinya bisa menjadi jalan keluar bagi proses perbaikan dalam masyarakat kita. Situasi
sosial yang eda menjedi alasan utama agar pendidiken karakter segera dilaksanakan
dalam lembaga pendidikan kita. di dalam pendidikan formal, Doni Koesoema mengutip
pendapat Brooks dan Goble yang mengatakan bahwa pendidikan karakter yang secara
sislematis dilerapken dalam pendidikan dasar dan menengah merupakan sebuah daya
tawar berharga bagi selurnh komunilas. Para siswa mendapatkan keuntungan dengan
memperoleh perilaku dan kebiasaan posilif yang mampu meningkaikan rasa percaya
dalam diri mereka, membuat hidup mereka lebih bahagia dan lebib produktif. Tugas-tugas
gury menjadi lebih ringan dan lebih memberikan kepuasan ketika para siswa memiliki
disiplin yang lebih besar di dalam kelas. Orang tua bergembira kelika anak-anak mereka
belajar untuk menjadi lebih sopan, memiliki rasa hormat dan produkiif. Para pengelola
sekolah akan menyaksikan berbagal macam perbajkan dalam hal disiplin, kehadiran,
beasiswa, pengenalan nilai-nilai moral bagi siswa maupun guru, demikian juga

berkurangnya lindakan vandalisme dalam,sekolah.
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Pendidikan karakler diperlukan untuk pernenuhan hak-hak dan kewajiban anak.
Pendidikan ini, diharapkan bisa lebih menparahkan anak-anak Indonesla pada
pembentukan dan pendewasaan serta pengembangan kepribadian individu yang
mengulamakan aspek-aspek dinamis dan akiilf dan berkarakter Indonesia. Untuk
pemenuban hak-hak dan kewajiban anzk sebapaimana yang diamanatkan oleh TUU
Perlindungan Anak memang diperlukan format pendidikan karakter yang sesuai dengan
nilai-nilai lubur bangsa [ndonesia, walaupun kita berada masyarakal dunia yang dewasa
ini hampir tidak bisa kita hindan keberadaan kita di tengah masyarakal dunia yang sudah
mengglobal. Hal ini perlu dilakukan apar anak-anak Indoresia bisa menjadi generasi
penerus bangsa yang berkualitas, mengerti hal-hal yang baik, dan juga menperti hal-hal
yang buruk, mencintai kebalkan dan tidak menyenangi keburukan, dan mengerjakan
kebaikan serta menjauhi hal-hal yang buruk yang berpedoman pada nilai-nilai yang sudah
berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia. Apalagi di dalam ketenlvan pasal 50 UU
Perlindungan Anak sebagaimana telah disebutkan di muka, dinyatakan bahwa pendidikan
vang diselengparakan oleh pemeriniah, masyarakal, keluarga, dan orang wa diarahkan
pada sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai
mencapai polensi mereka yang optimal, penghormalan terhadap HAM, rasa hormat
terhadap orang tua identitas budaya dan nilai-nilai sendid, nilai-nilai nasional di mana
anak berfempal tingpal, persiapan untuk kehidupan yang bertanggungjawab; dan rasa
hormat terhadap lingkungan hidup.

Anak-anak Indonesia yang harus memperoleh perlindungan sebagar diamanatkan
dalam UU Perlindungan Anak, melalui pendidikan yang berkarakier Indonesia diharapkan
bisa mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya selalku bagian dari
masyarakal Indonesia. Mereka perlu diajarkan bahwa sebagai generasi penerus bangsa
Indonesia tidak boleh selalu mengedepankan pemenuhan haknya terlebih dahulu, akan
letapi melalaikan kewsjiban-kewajiban yang harus diembannya seperli yang lertuang
dalam UU Perlindungan Anak. Diharapkar dengan pendidikan karakier yang baik, anak-
anak ini tidak saja mempunyai inlegritas yang baik, kecerdasan intelektual yang baik, akan
letapi juga mempunyai kepekaan hali nurani, kepekaan diri dan lingkungan, kecerdasan
dalam merespon situasi, dan kebaikan-kebalkan lainnya serla mau melaksanakan hal-hal

yang baik menjaubkan diri dari hal-hal yang buruk
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Eny Kusdarini, M.Hum (Jurusan PPKn FISE UNY) dengan judul makalah: Pendidikan
karzkter sebagal pemenuhan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang

Perlindungan anak.

Pertanyaan:

a. Bapaimana hubungan antara UU Perlindungan anak Tahun 2002 dengan
Pendidikan karakter di sekolah?

b. Bagaimana membentuk budaya yang implementalif? Keanekaragaman budaya dan
suku setiap daerah berbeda. Pendidikan untuk budi pekerti harus diberi contoh.

c. Mengapa pendidikan malah memberikan koniribusi mencelak koruptor?
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d. Paradigma apa bisa digunakan untuk mengembangkan karakler demokratis untuk

rakyat dan contoh implementasinya?

Jawaban:

a, Karakter dan Undang-undang Perlindungan Anak ftahun 2002, lentang
perlindungan anak, disebuikan menpenai hak-hak dan kewajiban anak yang harus
dipenuhi oleh pemerintah masyarakat dan juga orang tua,

b. Ada hak anak dan kewajiban anak yang harus dipenuhi oleh orang lua dan negara.

¢. Perlindungan anak menjadi tanggungiawab pemerintab, masyarakal dan orang fua
yang salah satunya adalah berhak memperoleh pendidikan

d. Harus ada refleks] di masyarakal bagaimana harus mengembangkan karakter.

e. Pelayanan kepada semua siswa sama artinya tidak membeda-bedakan, Yang harus
diperhatikan adalah masalah-masalah psikologis anak dan biologisnya. Cara
mengukurnya dengan angkel yang terus dipantau.

f. Penjaminen mutu dengan menegakkan peraturan kepegawaian.

g. Semua buku dan lembar kerja di celak sendirt oleh sekolah, akhimya kompelensi
akan diraih oleh sekolah.
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